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BUPATI PULANG PISAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 

NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULANG PISAU, 

Menimbang : a. Bahwa penyebaran Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) 

telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat Desa sehingga perlu 

memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk 

menanggulanginya, 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 

/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap Peraturan Bupati berkenaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020, 



Mengingat 

Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan 

perubahan, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6410), 



10. 

Ll. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864), 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485), 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 300), 



LB 

13. 

14. 

15. 

16. 

14. 

18. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 632): 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50 / PMK.07/2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

500), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penangganan 

Pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 377), 

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), 

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 

Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 06), 

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011), 



19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2019 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 

Nomor 030), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

perubahan atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 

Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

Tahun 2020 Nomor 06). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA 
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor Ol), 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 



10. 

il. 

12. 

13. 

Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya 

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis. 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan 

tanah longsor. 

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang 

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit. 

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala 

penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) 

yang terjadi secara global di seluruh dunia. 

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 

Menteri Dalam Negeri. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang 

dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 



14. 

1S. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya 

disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. 

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan 

kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada 

pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana 

Desa. 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya 

disebut BLTI-Dana Desa adalah bantuan untuk 

penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. 

Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat 

PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, 

khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat 

produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber 

daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk 
memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai 

upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 

akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang 

besarannya dihitung berdasarkan presentase tertentu 

dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah 

Desa secara nasional. 

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk desa, angka 

kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 

kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten. 

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan status desa tertinggal dan sangat 

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin 



23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD 

adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh 

pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Jumlah Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau tahun 

anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 93.915.684.000,- 

(sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta 

enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). 

(2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 

Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara 

merata dan berkeadilan berdasarkan : 

a. Alokasi Dasar, 

b. Alokasi Afirmasi, 

c. Alokasi Kinerja, dan 

d. Alokasi Formula. 

(3) Jumlah Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa sebagai 

penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap 

Daerah Kabupaten dan penyaluran dana 

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 



(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan 

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana 

Desa dari Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan : 

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 4096 (empat 

puluh persen), 

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 4090 (empat 

puluh persen), dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 2090 

(dua puluh persen). 

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (4) 

diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

(1) 

Pasal 11 

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku 

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima 

dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan 

ketentuan: 

a. Tahap I berupa : 

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan 

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan, dan 

c. tahap III berupa : 

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan 

Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap 

Desa, 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes: 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, 

4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 90 

(lima puluh persen) dan capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 50 92. (lima 

puluh persen), 

5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya. 



(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa 

pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan 

wajib disampaikan pada saat penyampaian 

dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan 

rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh 

kegiatan setiap desa. 

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c angka 3 dan angka 4 dilakukan sesuai dengan 

tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, 

volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. 

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang 

ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat 

yang ditunjuk. 

(6) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang 

layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau 

dokumen elektronik (softcopy). 

(8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

(9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala 

desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada 

bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 

Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11A 

(1) Dalam hal Desa belum disalukan Dana Desa 

tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan 

tambahan ketentuan: 

10 



(2) 

(3) 

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam 

kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan 

persyaratan setiap bulan masing masing : 

1. bulan pertama sebesar 1596 (lima belas persen), 

2. bulan kedua sebesar 1590 (lima belas persen), dan 

3. bulan ketiga sebesar 1096 (sepuluh persen), 

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 

(tiga) kali dengan besaran : 

1. Penyaluran pertama sebesar 15X (lima belas 

persen), 

2. penyaluran kedua sebesar 1596 (lima belas persen), 

dan 

3. penyaluran ketiga sebesar 1096 (sepuluh persen), 

c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar 

penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu:dan 

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 

10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf c. 

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 

I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4): 

a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 

(tiga) kali dengan besaran: 

1. Penyaluran pertama sebesar 1590 (lima belas 

persen), 

2. penyaluran kedua sebesar 1590 (lima belas persen), 

dan 

3. penyaluran ketiga sebesar 1099 (sepuluh persen), 

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran 

paling cepat 2 (dua) minggu, 

c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 

10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf c. 

Dalam lal Desa lelah salur Dana Desa lahap II 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), 

penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai 

ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1l ayat (1). 
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6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga 

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 12 

Dalam rangka penyampaian dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen 

persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan 

ketentuan: 

a. Penyaluran Dana Desa tahap I tanpa dokumen 

persyaratan, 

b. Penyaluran Dana Desa tahap II tanpa dokumen 

persyaratan, 

c. Tahap III berupa: 

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap 

III Tahun Anggaran 2020, 

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan 

Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 

Anggaran 2020, 

3. Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa 

Tahun Anggaran 2020, 

4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, 

5. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 

menunjukkan paling sedikit sebesar 509 (lima 

puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit sebesar 509. (lima puluh persen),dan 

6. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

desa tahun sebelumnya. 

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(ll huruf c angka 4 dan 5 dihitung berdasarkan 

rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh 

kegiatan setiap Desa. 

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume 

keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 

Bupati melakukan “verifikasi kesesuaian dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

12 



(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

setiap minggu. 

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, 

kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi 

kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan 

oleh Kementerian Dalam Negeri. 

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 

Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasar 12A 

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 

I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dengan 

tambahan ketentuan : 

a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 

(tiga) kali dengan besaran : 

1. penyaluran pertama sebesar 1590 (lima 

belas persen), 

2. penyaluran kedua sebesar 1590 (lima belas persen): 

dan 

3. penyaluran ketiga sebesar 109 (sepuluh persen), 

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 
(tiga) kali dengan besaran : 

1. penyaluran pertama sebesar 1590 (lima belas 

persen), 

2. penyaluran kedua sebesar 1596 (lima belas persen), 

dan 
3. penyaluran ketiga sebesar 1094, (sepuluh persen): 

c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar 

penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu,dan 

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 

10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf c. 
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(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I 

(3) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) : 

a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 

(tiga) kali dengan besaran : 

1. penyaluran pertama sebesar 15Yo (lima belas 

persen), 

2. penyaluran kedua sebesar 1596 (lima belas persen), 

3. penyaluran ketiga sebesar 1096 (sepuluh persen), 

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling 

cepat 2 (dua) minggu, 

c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 

(4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

huruf c, 

Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada 

KPPN. 

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara 

ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), 

sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

Pasal 18 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman 

pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi, 

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

(2) 

(3) 

pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka 

menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa : 

a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19), dan/atau 

b. Jaring pengaman sosial di Desa. 

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1A) 

setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana 

Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah 

terpenuhi dan/atau Kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 
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(4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 

mengenai APBDes. 

9. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 

Pasal 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

18A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18A 

Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa 

kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa 

sebagai keluarga penerima manfaat, 

Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Pemerintah Desa wajib menganggarkan 

dan melaksanakan kegiatan BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili 

di Desa bersangkutan, 

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 

Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, 

c. Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, 

belum terdata dan mempunyai anggota keluarga 

rentan sakit serta mempunyai penyakit kronis/ 

menahun, 

Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan 

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) dari Kementerian Sosial. 

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebesar : 

a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan 

pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga 

penerima manfaat, 

b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan 

keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga 

penerima manfaat, 
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(7) 

(8) 

(9) 

Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat 

bulan April 2020. 

Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa untuk bulan 

keempat sampai dengan bulan keenam sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (6) huruf b mengikuti data 

Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebelumnya, 

kecuali diubah memalui Musyawarah Desa Khusus. 

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 

penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa 

dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

10. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu 

Pasal 21A dan 21B, yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 21A 

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan 

tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi 

berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III 

tahun anggaran berjalan, 

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa 

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon 

keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 

kriteria, 

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh 

Camat dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa, 

Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat 

penyaluran Dana Desa Tahap III. 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Pasal 21B 

Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Sisa 

Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 

2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak 

dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya 

dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan 

oktober 2020. 

Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD tahun 

Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil 

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke 

RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020. 

Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, 

dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020, 

Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN 

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas 

data kumulatif Sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 

sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala 

Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

sisa Dana Desa di RKUD tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat 

akhir bulan Nopember 2020. 

Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil 

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke 

RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020. 

Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di 

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri 

Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut 

melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana 

Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya. 

Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi 

Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 

Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKD yang tidak 

dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada 
Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut 

diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II 

Tahun Anggaran 2020. 

Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan 

dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 



11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

12. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah 

Kabupaten Pulang Pisau. 

Ditetapkan di Bau Pisau 
pada tanggal : /| uli 2020 

Diundangkan di Pulang Pisau 

pada barapa /Z Juli 2020 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR ..@!! 
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RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA PADA SETIAP DESA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 
NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2020 
RINCIAN RINCIAN RINCIAN 

PENYALURAN | PENYALURAN | PENYALURAN 
No. NAMA DESA PAGU DANA DESA| DANA DESA DANA DESA DANA DESA 

(Rp) TAHAP I TAHAP II TAHAP III 
(RP) (RP) (Rp) 

(1) (2) (3) (8) (5) (0)(3-4-5) 

KECAMATAN PANDIH BATU 

IJDANDANG 1.009.775.000 408.232.800 403.910.000 197.632.200 
2/TALIO 977.171.000 395.191.200 390.868.400 191.111.400 
3(PANGKOH HILIR 861.897.000 340.081.600 344.758.800 168.056.600 
3|PANGKOH HULU 872.472.000 353.311.600 348.988.800 170.171.600 
SIKANTAN MUARA 796.276.000 322.833.200 318.510.400 154.932.400 

6|TALIO MUARA 1.041.658.000 420.986.000 416.663.200 204.008.800 

7/TALIO HULU 872.557.000 353.345.600 349.022.800 170.188.600 
SI/PANGKOH SARI 914.114.000 369.068.400 365.645.600 178.500.000 
9|SANGGANG 918.117.000 371.569.600 367.246.800 179.300.600 

10|/PANTIK 883.492.000 357.719.600 353.396.800 172.375.600 
11|BELANTI SIAM 852.043.UUU 345.38U.UUU 341.057.200 166.205.800 

12|GADABUNG 897.553.000 363.344.0VL 359.021.200 175.187.800 

13|MULYASARI 889.829.000 360.254.400 355.931.600 173.643.000 

13/KANTAN DALAM 1.061.174.000 428.792.400 424.469.600 207.912.000 
IS/KANTAN ATAS 932.081.000 377.515.200 373.192.400 182.273.400 
16|/KARYA BERSAMA 1.105.126.000 446.373.200 442.050.400 216.702.400 

KECAMATAN KAHAYAN KUALA 

17/CEMANTAN 1.379.866.000 556.260.200 551.046.400 271.650.400 
1S/PAPUYU II SEL. BARUNAI 837.977.000 339.513.600 335. 190.800 163.272.600 
19|KIAPAK 1.006.792.000 307.039.600 402.716.800 197.035.600 
20|/PAPUYU I SEI. PASANAN 2.233.494.000 897.720.300 893.397.600 442.376.000 
21/SE1. RUNGUN 950.687.000 384.597.600 380.274.800 185.814.600 
22/BAHAUR HILIR 830.722.000 336.611.600 332.288.800 161.821.600 
23/BAHAUR TENGAH 1.816.801.000 731.043.200 726.720.400 359.037.400 
24 (BAHAUR HULU 1.298.263.000 523.628.000 519.305.200 255.329.800 
25/|PAPUYU III SE. PUDAK 1.697.921.000 083.491.200 079.168.400 335.261.400 

20|TANJUNG PERAWAN 841.461.000 340.907.200 336.584.400 163.969.300 
27|BAHAUR HULU PERMAI 1.733.426.000 697.693.200 693.370.400 342.362.400 
28|BAHAUR BATU RAYA 1.044.304.000 422.044.400 417.721.600 201.538.000 

KECAMATAN KAHAYAN TENGAH 
29 TANJUNG SANGALANG 320.851.000 332.663.200 328.340.400 159.847.400 
30/PENDA BARANTA 848.801.000 343.843.200 339.520.400 165.437.400 
31/BUKIT RAWI 758.532.000 307.735.600 303.412.800 147.383.600 

32|TUWUNG 773.278.000 313.634.ULU 309.311.200 150.332.800 

33/SIGI 808.154.000 327.584.400 323.261.600 157.308.000 
34(PETUK LITI 824.579.000 334.154.400 329.831.600 160.593.000 
35/BUKIT LIMI 906.308.000 366.846.000 362.523.200 176.938.800 
3G/BAHU PALAWA 782.027.000 317.133.600 312.810.800 152.082.600 
37|PAMARUNAN 868.018.000 351.530.000 317.207.200 169.280.800 
38|BALUKON 889.477.000 360.113.600 355.790.800 173.572.600 

39|BUKIT BAMBA 820.164.000 328.065.600 328.065.600 164.032.800 

40|TAHAWA 992.933.000 401.496.000 397.173.200 194.263.800 
41|(PARAHANGAN 991.418.000 400.890.000 396.567.200 193.960.800 
32|BERENG RAMBANG 894.498.000 362.122.000 357.799.200 174.576.800 

KECAMATAN BANAMA TINGANG 

43JMANEN PADURAN 817.711.000 331.407.200 327.084.400 159.219.400 
2a|MANEN KALEKA 789.746.000 320.221.200 315.898.400 153.626.400 
45/LAWANG URU 826.667.000 334.089.600 330.666.800 161.010.600 
26|HURUNG 859.488.000 343.795.200 343.795.200 171.897.600 
47|HANUA 779.759.000 316.226.400 311.903.600 151.629.000 
38|RAMANG 815.683.000 330.596.000 326.273.200 158.813.800 
20|TAMBAK 767.188.000 311.198.000 306.875.200 149.114.800 
S0/PAHAWAN 1.041.055.000 420.744.800 316.422.000 203.888.200 
51/GOHA 989.163.000 399.988.000 395.665.200 193.509.800 
52/BAWAN 876.540.000 354.938.800 350.616.000 170.985.200 
53|/TUMBANG TARUSAN 953.353.000 385.664.000 381.341.200 186.347.800 
54|(PANDAWEI 770.084.000 312.356.400 308.033.600 119.691.000 
55/PANGI 837.747.000 330.421.600 335.098.800 163.226.600 
56 |TANGKAHEN 779.651.000 316.183.200 311.860.400 151.607.400 
57|KASALI BARU 844.853.000 342 264 000 337.941.200 164.617.800 



RINCIAN “RINCIAN “RINCIAN 
PENYALURAN | PENYALURAN | PENYALURAN 

No. NAMA DESA PAGU DANA DESA| DANA DESA DANA DESA DANA DESA 
(Rp) TAHAP I TAHAP II TAHAP III 

(Rp) (Rp) (Rp) 

1) 2) (3) 4 (5) (6pr(34-5) 
KECAMATAN KAHAYAN HILIR 

58IBUNTOI 1.321.077.000 532.753.000 528.430.600 259.892.600 
SOIMINTIN 1.689.157.000 670.085.600 075.062.800 333.508.600 
60/MENTAREN I 760.912.000 308.687.600 304.364.800 147.859.600 
G1 JANJIR PULANG PISAU 1.573.126.000 633.573.200 629.250.400 310.302.400 

62/GOHONG 945.700.000 382.602.800 378.280.000 184.817.200 
63/MENTAREN II 1.261.281.000 508.835.200 504.512.300 247.933.400 
6A|HANJAK MAJU 1 323.637.000 533.777.600 529.454.800 260.404.600 

(KECAMATAN MALIKU 
65JTAHAI JAYA 1.169.253.000 172.024.000 467.701.200 229.527.800 
GG|PURWODADI 85V.842.0VU 344.059.000 340.336.800 165.845.600 
67|WONO AGUNG 974.749.000 394.222.400 389.899.600 190.627.000 
6G8/KANAMIT BARAT 888.394.000 359.680.400 355.357.600 173.356.000 
60/SEI BARU TEWU 855. 103.000 346.304.000 342.041.200 166.697.800 
70|KANAMIT 857.280.000 347.234.800 342.012.000 167. 133.200 
71/GARANTUNG 876.508.000 354.026.000 350.603.200 | 170.078.800 
72|GANDANG 947.812.000 383.447.600 370.124.800 185.230.600 
73|/BADIRIH 841.809.000 341.046.400 336.723.600 164.039.000 
7a|TAHAL BARU 1.054.376.000 426.073.200 421.750.400 206.552.400 
75/MALIKU BARU 827.942.000 335.499.600 331.176.800 161.265.600 

76/SIDODADI 033.590.000 377.758.800 373.436.000 182.395.200 
77 (KANAMIT JAYA 744.304.000 302.044.400 297.721.600 144.538.000 
78|/GANDANG BARAT 892.231.000 361.215.200 356.892.400 174.123.400 
79|MALIKU MULYA 762.252.000 309.223.600 304.900.800 148.127.600 

KECAMATAN JABIREN RAYA 
BOJGARUNG. 821.151.000 332.783.200 328.460.400 159.907.400 
81/HENDA 909.210.000 368.006.800 363.681.000 177.519.200 
82|SIMPUR 830.710.000 336.606.800 332.284.000 161.819.200 
83|SAKAKAJANG 906.365.000 366.868.800 362.546.000 176.950.200 
84|JABIREN 1.221.038.000 492.738.000 488.415.200 239.884.800 
85/PILANG 1.088. 157.000 439.585.600 435.262.800 213.308.600 
86|/TUMBANG NUSA 864.606.000 350. 165.200 345.842.400 168.508.400 
87|TANJUNG TARUNA 1.094.230.000 442.014.800 437.602.000 214.523.200 

KECAMATAN SEBANGAU KUALA 
88|JPADURAN SEBANGAU 1.705.097.000 686.361.600 682.038.800 336.696.600 
89/PADURAN MULYA 881.950.000 357.102.800 352.780.000 172.067 200 

90|/SEBANGAU MULYA 1.040.516.000 424.129.200 419.806.400 205.580.400 
01 /SEBANGAU PERMAI 1. 100.275.000 444.433.200 440. 1 10.400 215.732.400 
92/MEKAR JAYA 812.059.000 320.506.400 325.183.600 158.269.000 
93|SEBANGAU JAYA 826.934.000 335.096.400 330.773.600 161.064.000 
94|SEI HAMBAWANG 1.097.863.000 439.145.200 439.145.200 219.572.600 
95/SEI BAKAU 1.068.012.000 431.527.600 427.204.800 209.279.600 

TOTAL 92.918.684.000 | 27.063.971.200 | 327.5866.273.600 | 18.388.439.200 


